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ABSTRACT

PSAK 73 is a transitional accounting treatment for leases previously regulated in PSAK 30.
The accounting procedures for leases by lessee in PSAK 73 with its significant change from
PSAK 30 allow for asset capitalization and give significant impact on lease reporting and
corporate financial performance. This study discusses qualitatively the comparison of the
impact of lease recognition and measurement by lessee under PSAK 30 and that under PSAK
73 on lease reporting and financial performance with a case study at PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk. The Corporate financial performance is measured by financial
ratios covering debt-to-asset, debt-to-equity, return-on-asset, and return-on-equity. This
research reveals that the total assets and liabilities of the company was higher after
implementing PSAK 73 than those during implementing PSAK 30, analyzed though
retrospective approach with both modified Option A, combined with the constructive
capitalization method of Imhoff, Lipe, & Wright (1991), and Option B. This is not the case for
the total equities that decreased and leveled off when applying Option A and Option B
respectively. The weakening of financial ratios, as one of financial performance analysis tool,
also occurred when PSAK 73 was applied. Debt-to-asset ratio and debt-to-equity ratio
increased, return-on-asset ratio decreased, and return-on-equity ratio hardly changed.

Keywords: PSAK 30, PSAK 73, operating lease, constructive capitalization, financial
performance

ABSTRAK

Kehadiran PSAK 73 merupakan sebuah transisi perlakuan akuntansi sewa dari yang
sebelumnya diatur dalam PSAK 30. Posedur akuntansi sewa oleh penyewa pada PSAK 73,
yang mengalami perubahan signifikan dari PSAK 30, memungkinkan adanya
pengkapitalisasian aset serta dampak yang cukup besar pada pelaporan sewa dan kinerja
keuangan perusahaan. Penelitian ini membahas secara kualitatif perbandingan dampak
pengakuan dan pengukuran sewa oleh penyewa berdasarkan PSAK 30 dan PSAK 73 terhadap
pelaporan sewa dan kinerja keuangan, dengan studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk. Kinerja keuangan perusahaan dinilai menggunakan rasio keuangan, yakni rasio
liabilitas terhadap aset, rasio liabilitas terhadap ekuitas, rasio imbal hasil rata-rata aset, dan
rasio imbal hasil rata-rata ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan
saat menerapkan PSAK 30, nilai total aset dan total liabilitas perusahaan mengalami
peningkatan saat menerapkan PSAK 73, baik dengan pendekatan retrospektif modifikasi Opsi
A, yang dikombinasikan dengan metode kapitalisasi konstruktif Imhoff, Lipe, & Wright
(1991), maupun Opsi B. Sedang untuk total ekuitas perusahaan justru mengalami penurunan
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saat menerapkan Opsi A dan tidak mengalami perubahan saat menerapkan Opsi B.
Melemahnya rasio keuangan, sebagai salah satu alat analisis kinerja keuangan, juga terjadi
saat PSAK 73 diterapkan. Rasio liabilitas terhadap aset dan rasio liabilitas terhadap ekuitas
mengalami peningkatan, rasio imbal hasil rata-rata aset mengalami penurunan, sedangkan
rasio imbal hasil rata-rata ekuitas hampir tidak mengalami perubahan.

Kata kunci: PSAK 30, PSAK 73, sewa operasi, kapitalisasi konstruktif, Kinerja

keuangan

PENDAHULUAN

PSAK 73 merupakan satu dari tiga
PSAK terbaru yang berlaku efektif untuk
periode tahun buku yang dimulai pada 1
Januari 2020 atau setelahnya. PSAK
tersebut merupakan hasil adopsi dari IFRS
16 Leases yang diterbitkan IASB pada tahun
2016. Penerbitan IFRS 16 dilatarbelakangi
oleh adanya kekhawatiran tentang kurang-
nya transparansi informasi sewa yang
dilaporkan pada laporan keuangan yang juga
menjadikan sulitnya aspek comparability
diterapkan pada laporan keuangan dan rasio
keuangan antar perusahaan. US Securities
and Exchange Commission (SEC) (dikutip
oleh IASB, 2016) menyebutkan bahwa
sekitar $1,25 triliun aset sewa perusahaan
publik Amerika Serikat dilaporkan secara
off-balance sheet atau lepas neraca pada
tahun 2005.

Di Indonesia, kehadiran PSAK 73
merupakan perlakuan
akuntansi sewa dari yang sebelumnya diatur
dalam PSAK 30. Transisi tersebut

memberikan perubahan yang signifikan

sebuah transisi

terhadap model akuntansi sewa untuk
penyewa, tidak untuk pesewa.
Klasifikasi sewa untuk penyewa yang pada
PSAK 30 dibagi menjadi dua, yakni sewa
pembiayaan dan sewa operasi, pada PSAK
73 diubah dengan hanya memperkenalkan
model  akuntansi  tunggal. = Penyewa
disyaratkan untuk mengakui seluruh hak dan

kewajiban yang timbul atas kegiatan

namun

sewanya, terkecuali untuk kriteria tertentu.
Dengan begitu, implementasi PSAK 73

menuntut aset hak-guna dan liabilitas sewa
untuk sewa operasi, yang sebelumnya tidak
dilaporkan oleh perusahaan, dikapitalisasi
sesuai dengan metode pengukuran yang
telah ditentukan (IAI 2018c).
PricewaterhouseCoopers (2016)
melakukan riset terhadap lebih dari 3.000
perusahaan untuk menilai dampak atas
adanya perubahan model akuntansi sewa
pada laporan keuangan. Berdasarakan
simulasi penerapan dini IFRS 16 yang
dilakukan ~ pada  laporan  keuangan
perusahaan tahun buku 2014, didapatkan
hasil bahwa saldo liabilitas perusahaan
meningkat dengan rata-rata 22% dan rasio
leverage meningkat dari 2,03 menjadi 2,14.
Lebih lanjut, Emnst & Young (2016) juga
menyajikan ilustrasi
bahwa sektor industri yang dianggap terkena

yang menunjukkan

dampak lebih signifikan dalam penerapan
IFRS 16 yaitu industri retail/perdagangan
eceran, telekomunikasi, serta
industri perbankan dan jasa keuangan.
Sebagai salah satu perusahaan yang
melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI),
penerapan
merupakan suatu hal yang wajib dilakukan
oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)

industri

standar akuntansi sewa

Tbk. Berdasarkan laporan keuangan
konsolidasian tahun 2018, PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk tercatat

memiliki portofolio sewa operasi, yang
tercermin dari jumlah pembayaran sewa
minimum di masa yang akan datang,
berkisar Rp23.832 miliar.



Penerapan standar akuntansi sewa
PSAK 73 tidak selalu memberikan dampak
yang sama pada laporan keuangan setiap
perusahaan. Dampak yang signifikan hanya
akan dirasakan oleh perusahan yang
memiliki saldo off-balance sheet yang tinggi
(IASB, 2016). Oleh karena itu, merujuk
pada tingginya saldo pembayaran sewa
minimum masa depan untuk perjanjian sewa
operasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,
penerapan PSAK 73 memungkinkan adanya
pengkapitalisasian aset dan dampak yang
cukup besar pada laporan keuangan
perusahaan. Maka secara tidak langung,
perubahan yang terjadi dapat memengaruhi
kinerja keuangan dan pandangan para
pemangku kepentingan, seperti investor,
terhadap kondisi ekonomi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan  memahami  prosedur
pengakuan dan pengukuran sewa oleh
penyewa berdasarkan PSAK 30 dan PSAK

akuntansi

73 serta mengetahui dan memahami
perbandingan dampak pengakuan dan
pengukuran  sewa  tersebut  terhadap

pelaporan sewa dan kinerja keuangan pada
PT Telekomunikasi
Tbk.

Indonesia (Persero)

TELAAH PUSTAKA
Konsep Dasar Sewa

Istilah sewa merupakan terjemahan dari
bahasa Inggris yakni [leasing. Kieso,
Weygandt, & Warfield (2018)
mendefinisikan /easing atau sewa sebagai
suatu perjanjian kontraktual antara /essor
dan lessee, yang mana /essor memberikan
lessee hak untuk memanfaatkan properti
tertentu yang dimilikinya pada periode
waktu yang telah disepakati.

Setiap  transaksi sekurang-
kurangnya melibatkan 2 (dua) pihak yang
berkepentingan, yakni penyewa dan pesewa.

s€wa

Penyewa atau /essee merupakan perusahaan
atau entitas yang memperoleh hak untuk
menggunakan aset pendasar selama suatu
jangka waktu tertentu. Atas pemerolehan
hak tersebut, pihak penyewa diharuskan
membayar sejumlah imbalan kepada pihak
lain yang terkait secara berkala. Pesewa atau
lessor adalah perusahaan atau entitas yang
memberikan hak kepada pihak lain untuk
menggunakan aset pendasar selama suatu
jangka waktu tertentu. Dari transaksi sewa
tersebut, pihak pesewa akan mendapatkan
imbalan dari pihak penyewa sebagai
pengembalian  biaya penyediaan aset
pendasar beserta keuntungan yang diharapkan.

Sebelum standar akuntansi sewa terbaru
diterbitkan, klasifikasi sewa dibedakan
menjadi 2 (dua) berdasarkan risiko yang
ditanggung dan manfaat yang diterima oleh
penyewa dan pesewa terkait kepemilikan
aset pendasar, yakni sewa pembiayaan dan
sewa operasi. Sewa pembiayaan merupakan
jenis sewa yang mengalihkan seluruh risiko
dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset
pendasar secara substansial, dari pihak
pesewa sebagai pemilik aset kepada pihak
penyewa. Pada akhir masa sewa,
kepemilikan aset pendasar dapat beralih
pada penyewa dengan adanya opsi beli.
Sedangkan, sewa operasi adalah sewa selain
sewa pembiayaan. Sewa dalam jenis ini
tidak mengalihkan risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset pendasar kepada penyewa.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 30

PSAK 30 Sewa merupakan hasil adopsi
yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) terhadap IAS 17 Leases.
PSAK 30 hanya menjelaskan perlakuan
akuntansi sewa untuk jenis sewa yang
mengalihkan hak atas penggunaan aset dari
satu pihak kepada pihak lain yang terkait,
tidak untuk sewa dalam rangka eksplorasi



atau penambangan serta perjanjian lisensi
untuk karya tertentu.

Berdasarkan PSAK 30, baik pesewa
maupun penyewa dapat mengklasifikasikan
sewanya sebagai sewa pembiayaan atau
sewa operasi dengan berdasar ada tidaknya
pengalihan seluruh risiko dan manfaat atas

kepemilikan aset secara substansial. Suatu
dapat  diklasifikasikan
sebagai sewa pembiayaan saat terpenuhinya
salah satu atau lebih kriteria yang
disebutkan pada PSAK 30 paragraf 10-11
atau yang diilustrasikan pada Gambar 1
berikut ini.

transaksi sewa

Gambar 1. Skema Plenentuan Klasifikasi Sewa

Perjanjian
Sewa

Pengalihan
kepemlikan

Tidak

Masa sewa
mencakup umur
ekonomik

Tidak

Sewa

Pembiayaan

Sewa

Operasi

Sumber: Diolah kembali berdasarkan Intermediate Accounting IFRS Edition (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2018)

Namun, kriteria dan indikator tersebut
tidak selalu bersifat konklusif. Terhadap
beberapa transaksi sewa yang secara jelas
tidak mengalihkan risiko dan manfaat atas
kepemilikan aset pendasar kepada penyewa
dapat langsung dikecualikan dari
pembiayaan. Sehingga dengan

sewa
begitu,
penyewa tidak perlu menelusuri skema yang
tergambar pada Gambar 1.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 73

PSAK 73 Sewa merupakan hasil adopsi
yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) terhadap IFRS 16 Leases
yang sekaligus menggantikan peranan
PSAK 30 sebagai salah satu standar
akuntansi sewa. Meski merupakan hasil
adopsi dari IFRS 16, tanggal efektif
penerapan PSAK 73 berbeda dari IFRS 16.
IASB menetapkan tanggal efektif IFRS 16
per 1 Januari 2019, sedangkan PSAK 73
pada atau setelah 1 Januari 2020 dengan
diperkenankan penerapan dini'.

Selain merupakan konsekuensi atas
komitmen untuk mengadopsi  IFRS,
penyusunan PSAK 73 oleh TAI ditujukan
untuk memperbaiki model akuntansi sewa
yang sebelumnya dijelaskan dalam PSAK
30. Model akuntansi yang mengklasifikasi-
kan dua jenis sewa, yakni sewa pembiayaan
dan sewa operasi, kritik  dari
berbagai pengguna laporan keuangan karena
dianggap tidak selalu dapat memberikan
representasi yang tepat atas transaksi
penyewaan (Oztirk & Sergemeli, 2016).
Maka dari itu, PSAK 73 memperbaikinya
dengan memperkenalkan model akuntansi
tunggal dan meghapuskan metode off-
balance
keseluruhan

menuai

sheet. Sehingga,

transaksi

hampir
akan
diperlakukan layaknya sewa pembiayaan

S€wa

bagi para penyewa, terkecuali untuk sewa
dengan kriteria masa sewa jangka-pendek
dan aset pendasar bernilai-rendah.

Meski diperlakukan selayaknya sewa
pembiayaan, indikator untuk menilai apakah
suatu kontrak merupakan, atau mengandung,
sewa berbeda dengan saat menilai apakah



suatu sewa termasuk sewa pembiayaan
seperti yang dijelaskan pada PSAK 30.
Indikator-indikator ~ tersebut  dijelaskan
dalam PSAK 73 pada bagian Lampiran B
Pedoman Penerapan yang juga diilustrasikan
pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Skema Penilaian Apakah
Kontrak Merupakan, Atau Mengandung,
Sewa

Apakah terdapat aset identifikasian?

l Ya
Apakah pelanggan memiliki hak untuk
mendapatkan secara substansial sehwuh

manfaat ekonomik dari penggunaan aset | Tidak
sepanjang periode penggunaan?

l Ya
Apakah pelanggan. pemasok, atan tidak
ada pihak, yang memiliki hak ntuk

Tidak

mengarahkan bagaimana dan untuk

tujuan apa aset tersebut digunalcan
sepanjang periode penggunaan?

Pelanggan Pemasok

Tidak keduanya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan
digunakan telah ditetapkan sebelumnya
&
Apakah pelanggan memiliki hak untuk
Ya mengoperasikan aset tersebut sepanjang

periode penggunaan dan pemasok tidak
memiliki hak untuk mengubah instruksi
operasi?

l Tidak

Apakah pelanggan mendesain aset
dengan sebelumnya menetapkan
bagaimana dan untuk tujuan apa aset -
tersebut akan digunakan sepanjang Tidak

periode penggunaan?

Kontrak
mengandung
sewa

Kontrak tidak
mengandung
sewa

Sumber: Diolah kembali berdasarkan Lampiran B—
Pedoman Penerapan pada PSAK 73 (1Al, 2018c)

Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan dilakukan
dengan melakukan serangkaian kegiatan,
yang meliputi peninjauan, penghitungan,
dan pengukuran data keuangan, serta
interpretasi dari hasil pengukuran yang telah
dilakukan dengan menggunakan alat analisis
(Hery, 2015a). Dari Beberapa alat analisis
yang dapat digunakan, salah satu yang

paling populer dan sering digunakan yakni
analisis rasio (Hery, 2015b).

Rasio likuiditas memberikan gambaran
mengenai kemampuan suatu perusahaan
dalam menyelesaikan kewajiban jangka
pendeknya. Rasio yang dapat digunakan
untuk menilai rasio likuiditas di antaranya

. aset lancar .
rasio lancar dan rasio cepat

liabilitas lancar

aset lancar - persediaan . . .
( L ) Dari hasil perhitungan

liabilitas lancar
rasio likuiditas, baik rasio lancar maupun
rasio cepat, apabila perusahaan memiliki
nilai yang tinggi, maka dapat diindikasikan
bahwa perusahaan memiliki kemampuan
untuk menyelesaikan kewajiban jangka
pendeknya. Namun, rasio likuiditas yang
tinggi juga tidak sepenuhnya baik,
dikarenakan hal tersebut juga
memungkinkan adanya idle cash pada
perusahaan (Ross et al., 2015).

Rasio solvabilitas atau yang disebut
juga rasio leverage merupakan rasio yang
memberikan gambaran mengenai kemampuan
perusahaan dalam memenuhi  seluruh
kewajibannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang. Rasio liabilitas terhadap

t (total liabilitas

total aset

) dan rasio liabilitas terhadap

total liabilitas

ekuitas ( )merupakan contoh rasio

total ekuitas
solvabilitas. Meski rasio solvabilitas yang

tinggi dianggap kurang baik, namun apabila
perusahaan dapat mengelola dan
memanfaatkan kredit yang diterima dengan
optimal, maka yang tercipta bukanlah gagal
bayar melainkan justru peluang besar bagi
perusahaan yang bersangkutan
meningkatkan hasil usaha dan labanya.
Rasio profitabilitas merupakan rasio
yang digunakan untuk menilai derajat
kesuksesan atau kegagalan perusahaan,
secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya,
dalam memanfaatkan dan mengoperasikan
asetnya untuk menghasilkan laba. Rasio

untuk

yang digunakan dalam menilai rasio



profitabilitas di antaranya rasio imbal hasil
laba bersih

) dan rasio imbal
total aset

rata-rata aset (
laba bersih

total ekuitas

hasil rata-rata ekuitas ( ) Menurut

Subramanyam & Wild (2010), penggabungan
komponen laporan posisi keuangan dan
laporan laba rugi pada perhitungan rasio
imbal hasil menjadikan rasio tersebut lebih

bersifat menyeluruh dan unggul
dibandingkan rasio likuiditas maupun rasio
solvabilitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif, dengan pendekatan studi kasus
pada PT  Telekomunikasi  Indonesia
(Persero) Tbk. Data berupa
Laporan Tahunan 2018 PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk, yang memuat

sekunder

laporan keuangan konsolidasian tahun 2018,
diunduh dari laman resmi perusahaan yang
bersangkutan  yakni
Berdasarkan laporan tersebut, dibentuklah
angka hipotesis dengan mengasumsikan
bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
melakukan penerapan dini PSAK 73 pada
tahun 2018. Analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat deskriptif
kualitatif dengan mengacu pada model
Miles dan Huberman (dikutip oleh
Sugiyono, 2013), yakni reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display),
dan penarikan kesimpulan (conclusion).
Dalam teknik pengukurannya, beberapa

www.telkom.co.id.

asumsi  diterapkan  karena  ketiadaan
informasi  dalam  laporan  keuangan
konsolidasian tahun 2018. Asumsi tersebut
diadopsi dari penelitian Imhoff, Lipe, &
Wright (1991), Sari, Altintas, & Tas (2016),
Oztiirk & Sercemeli (2016), serta Tirani
(2018), yakni:

a. Seluruh aset pendasar didepresiasi

dengan metode garis lurus selama masa

sewa dengan nilai residu nol pada akhir
masa sewa.

b. Nilai aset hak-guna belum tercatat dan
nilai liabilitas sewa lepas neraca sama
dengan 100% jumlah
kewajiban pembayaran sewa minimum.

c. Seluruh aliran kas terkait pembayaran
sewa dilakukan pada akhir tahun.

d. Pembayaran sewa dialokasikan secara

nilai  kini

konstan pada setiap tahunnya.

e. Suku bunga yang
digunakan adalah 10%, yang mengacu
pada suku bunga Obligasi Negara
Republik Indonesia seri FR0047 per 31
Desember 2018.

inkremental

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Akuntansi Pengakuan dan

Pengukuran Sewa Berdasarkan PSAK 30
Pada masa

pembiayaan menuntut pihak penyewa untuk

awal sewa, sewa
mengakui tambahan aset sewaan dan
liabilitas pada laporan  posisi
keuangan. Paragraf 20 menyebutkan bahwa

pengakuan aset dan liabilitas pada sewa

s€wa

pembiayaan diakui pada jumlah yang sama
sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai
wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran
sewa minimum, terkecuali jika terdapat
biaya langsung awal yang ditambahkan ke
jumlah aset sewaan. Perhitungan nilai kini
pembayaran sewa minimum tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan dua opsi
tingkat diskonto, yakni suku bunga implisit
yang melekat pada sewa atau suku bunga
pinjaman inkremental penyewa.

Selanjutnya selama masa sewa, sewa
pembiayaan penyewa untuk
mengakui beban keuangan pada setiap
periode akuntansi. Beban keuangan, yang
timbul sebagai bagian dari pembayaran
sewa minimum, dialokasikan dengan
berbagai pilihan pendekatan yang pada
akhirnya menghasilkan suatu suku bunga

menuntut



periodik yang konstan (tetap) atas saldo
liabilitas. Sehingga nantinya, pembayaran
berkala memisahkan pengakuan antara
pengurang liabilitas dan beban keuangan
yang dibayarkan pada periode tersebut.
Pengurang liabilitas akan diakui mengurangi
jumlah liabilitas sewa pada laporan posisi
keuangan, sedangkan beban keuangan yang
berupa beban bunga akan diakui sebagai
tambahan komponen beban dalam laporan
laba rugi pada periode terjadinya.

Tidak  hanya  beban  keuangan,
beralihnya kepemilikan aset pendasar dari
pesewa kepada penyewa pada sewa

pembiayaan juga mensyaratkan penyewa
untuk mengakui beban penyusutan. PSAK
30 tidak memberikan ketentuan khusus
terkait kebijakan metode penyusutan yang
perlu diterapkan terhadap aset sewaan.
Hanya saja, kebijakan penyusutan tetap
perlu memperhatikan dasar yang sistematis
dan konsisten terhadap kebijakan aset tetap
pemilikan langsung yang perhitungannya
disesuaikan dengan kebijakan penyusutan
menurut PSAK 16 untuk aset tetap dan
PSAK 19 untuk aset tak berwujud.

Berbeda dengan sewa pembiayaan,
sewa operasi tidak mensyaratkan penyewa
untuk mengakui adanya tambahan aset
sewaan dan liabilitas sewa pada awal masa
sewa yang menjadikan sewa operasi disebut
pula dengan istilah off-balance
financing. Sehingga, pembayaran berkala
oleh penyewa hanya akan diakui oleh
penyewa sebagai tambahan komponen
beban sejumlah yang terutang pada periode
tersebut. Perhitungan beban didasarkan pada
metode garis lurus yang menghasilkan

sheet

pembayaran berkala yang konstan (tetap)
selama masa sewa. Sedang untuk jumlah
pembayaran sewa minimum di masa yang
akan datang untuk transaksi sewa operasi,
perlu diungkapkan oleh penyewa berdasarkan

tahun per tahun dalam catatan atas laporan
keuangan pada periode yang sama.

Prosedur Akuntansi Pengakuan dan
Pengukuran Sewa Berdasarkan PSAK 73

Seluruh kontrak yang telah
diidentifikasikan merupakan, atau
mengandung, sewa menurut PSAK 73 (lihat
Gambar 2), disyaratkan untuk mengakui
tambahan aset hak-guna dan liabilitas sewa
pada awal masa sewa.

Paragraf 23 mensyaratkan penyewa
untuk mengakui aset hak-guna pada biaya
perolehannya. Untuk itu, penyewa perlu
mengetahui  jumlah  pengukuran awal
liabilitas sewa, pembayaran sewa yang
dilakukan pada atau sebelum awal masa
sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan
oleh penyewa, serta estimasi biaya yang
akan dikeluarkan oleh penyewa hingga aset
pendasar siap untuk digunakan. Apabila
terdapat insentif sewa yang dibayarkan oleh
pesewa kepada penyewa, baik dalam hal
penggantian atau pengambilalihan biaya
terkait sewa, maka nilai tersebut harus
dikurangkan terlebih dahulu dari
pembayaran sewa yang dilakukan pada atau
sebelum awal masa sewa.

Sementara itu, liabilitas sewa yang
timbul dari sewa pembiayaan diakui oleh
penyewa sebesar nilai kini pembayaran
sewa yang belum dibayar pada awal masa
sewa. mengukur nilai  kini
pembayaran

Penyewa
sewa yang belum dibayar
dengan mendiskontokan pembayaran tetap
setelah dikurangi piutang insentif sewa,
pembayaran sewa variabel, jaminan nilai
residual yang diperkirakan akan dibayarkan
oleh penyewa, harga eksekusi opsi beli, dan
pembayaran penalti penghentian
menggunakan suku bunga implisit yang
melekat pada suku bunga
pinjaman inkremental penyewa.

sewa,

sewa atau



Meski
sewa disyaratkan untuk mengakui tambahan
aset hak-guna dan liabilitas sewa pada awal
masa sewa, namun PSAK 73 memberikan
pengecualian terhadap sewa jangka-pendek
dan sewa dengan aset pendasar bernilai-
rendah. Apabila salah satu kondisi sewa
tersebut  terpenuhi, maka  penyewa
diperkenankan hanya mengakui pembayaran

hampir keseluruhan kontrak

berkala ke dalam laporan laba rugi sebagai
beban baik dengan dasar garis lurus selama
masa sewa atau dasar sisitematis lainnya
yang lebih relevan. IASB memberikan
referensi  bahwa jangka-pendek
didefinisikan bagi sewa yang pada awal

s€wa

masa sewa memiliki masa sewa kurang dari
sama dengan 12 bulan tanpa disertai opsi
beli, sedangkan aset pendasar bernilai-
rendah ditujukan untuk aset pendasar yang
memiliki nilai maksimum USDS5.000, atau
setaranya.

Setelah awal masa sewa, penyewa
disyaratkan untuk melakukan pengukuran
selanjutnya terhadap aset hak-guna dan
liabilitas sewa yang telah diakui dalam
laporan posisi keuangan. Pengukuran
selanjutnya aset hak-guna dapat diukur
dengan menggunakan model biaya sesuai
paragraf 29, atau menggunakan model nilai
wajar sesuai paragraf 34 dan model

revaluasi sesuai paragraf 35. Sedangkan
untuk pengukuran selanjutnya liabilitas
sewa, penyewa hanya diperkenankan
menggunakan metode suku bunga efektif
yang mana jumlah liabilitas sewa tercatat
akan meningkat sebesar bunga atas liabilitas
sewa pada periode berjalan dan sekaligus
menurun sebesar biaya perolehan yang
diamortisasi pada periode berjalan sebagai
refleksi dari pembayaran berkala.

Prosedur Transisi PSAK 30 Menuju
PSAK 73

Penerapan standar akuntansi sewa baru,
PSAK 73, bersifat wajib baik bagi
perjanjian kontrak sewa yang dilakukan
pada atau setelah tanggal penerapan awal
maupun perjanjian kontrak sewa yang
terjadi sebelum tanggal penerapan awal.
Oleh karena itu, IAI memberikan pedoman
prosedur transisi yang dapat dilakukan oleh
penyewa dan pesewa agar sewa yang
sebelumnya diakui menurut PSAK 30 dapat
sesuai dengan prosedur akuntansi menurut
PSAK 73 pada Lampiran C-Tanggal Efektif
dan Transisi. Untuk memberikan gambaran
prosedur transisi oleh penyewa yang dijelaskan
dalam Lampiran C, maka penjelasan dalam
lampiran tersebut dituangkan pada Gambar 3
di bawah ini.

Gambar 3. Bagan Prosedur Transisi PSAK 30 Menuju PSAK 73

Menerapkan cara praktis
sesuai dengan paragraf C03

! Menerapkan pendekatan
retrospektif penuh sesuai
dengan paragraf C05(a)

Prosedur transisi

Aset hak-guna diakui pada jumlah

tercatatnya sesuai dengan paragraf

PSAK 30 menuju
PSAK 73

Menerapkan pendekatan
retrospektif moditikasi sesuai
dengan paragraf C05(b)

C08(b)(i) (selanjutnya disebut OpsiA)

Aset hak-guna diakui pada jumlah

yang sama dengan liabilitas sewa
sesuai dengan paragraf CO8(b)(ii)
(selanjutnya disebut Opsi B)

Sumber: Diolah kembali berdasarkan Lampiran C—Tanggal Efektif dan Transisi pada PSAK 73 (IAI, 2018c)



Perhitungan Sewa PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan
PSAK 30

Per tanggal 31 Desember 2018, PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk tercatat
memiliki portofolio aset sewaan sekitar
Rp2.882 miliar. Nilai tersebut berasal dari

pengukuran selanjutnya nilai aset sewaan
yang mengurangkan
penyusutan  aset
perolehannya.  Perhitungan lebih rinci
mengenai pengukuran selanjutnya aset
sewaan tersebut telah disajikan pada Tabel 1
berdasarkan kelas asetnya.

akumulasi
dari  harga

nilai
sewaan

Tabel 1. Nilai Aset Sewaan Berdasarkan PSAK 30

Kategori aset
pendasar

Harga perolehan
aset sewaan (dalam
miliaran rupiah)

Akumulasi
penyusutan aset
sewaan (dalam
miliaran rupiah)

Aset sewaan — setelah
dikurangi akumulasi
penyusutan (dalam
miliaran rupiah)

Peralatan dan

) . .. 5.603 3.241 2.362
instalasi transmisi

Peralatan 1 1 -
pengolahan data

Kendaraan 578 126 452
Peralatan kantor 16 70 (54)
Aset CPE 22 20 2
Catu daya 125 73 52
Aset PBH 252 244 8
Jumlah 6.597 3.775 2.822

Sumber: Diolah kembali berdasarkan Laporan Tahunan (PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 2019)

Berkenaan dengan kepemilikan aset
PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk juga menanggung liabilitas
sewa yang harus dibayarkan selama sepuluh
tahun mendatang. Liabilitas sewa tersebut
tercermin dari kewajian pembayaran sewa
minimum  perusahaan  terkait

pendasar tersebut,

S€wa

pembiayaan yang disajikan pada Tabel 2 di
bawah ini. Berdasarkan total nilai kini
bersih atas pembayaran sewa minimum
sebesar Rp3.145 miliar tersebut, nilai
sebesar Rp807 miliar merupakan bagian
yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu
tahun sejak tanggal pelaporan keuangan.

Tabel 2. Jumlah Kewajiban Pembayaran Sewa Minimum Untuk Sewa Pembiayaan

Berdasarkan PSAK 30

Tahun Pembayaran sewa .n.linimum.masa
depan (dalam miliaran rupiah)
2019 1.049
2020 945
2021 781
2022 605
2023 254
Selanjutnya 130
Jumlah pembayaran sewa minimum 3.764
Bunga (619)
Nilai ki.ni.bersih atas pembayaran 3145
sewa minimum

Sumber: Laporan Tahunan (PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 2019)



Di akhir tahun 2018, perjanjian sewa
operasi yang dimiliki PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk memunculkan kewajiban

pembayaran harus  dibayarkan

yang
perusahaan di masa yang akan datang

sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Kewajiban Pembayaran Sewa Minimum Untuk Sewa Operasi Berdasarkan
PSAK 30

Periode

Pembayaran sewa minimum masa
depan (dalam miliaran rupiah)

Kurang dari satu tahun 6.271
Satu sampai lima tahun 13.030
Lebih dari lima tahun 4.531
Jumlah 23.832

Sumber: Laporan Tahunan (PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, 2019)

Perhitungan Sewa PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Thk Berdasarkan
PSAK 73

Berkenaan dengan informasi sewa pada
laporan keuangan PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk tahun 2018 yang tercatat
sesuai dengan PSAK 30, maka perhitungan
pada pembahasan bagian ini  akan
menerapkan prosedur transisi PSAK 30
menuju PSAK 73. Namun dikarenakan
ketidaktersediaan informasi sewa secara
spesifik pada laporan keuangan perusahaan,
maka simulasi penerapan dini perhitungan
sewa berdasarkan PSAK 73 pada penelitian
ini hanya akan menggunakan pendekatan
retrospektif modifikasi.

Oleh karena pengukuran nilai kini
liabilitas sewa yang memerlukan informasi
aliran kas keluar secara tahun-per-tahun,
sedangkan portofolio jumlah kewajiban
pembayaran sewa minimum untuk sewa
operasi perusahaan dalam bentuk lumsum
(lihat Tabel 3), maka skedul pembayaran
secara tersebut  diasumsikan
memiliki aliran kas keluar yang konstan atau

lumsum

sama rata untuk masing-masing tahunnya.
Sehingga didasarkan pada penjelasan jatuh

tempo maksimum sewa operasi yakni
sepuluh tahun terhitung sejak pelaporan
keuangan tahun 2018, maka aliran kas
keluar untuk periode satu sampai lima tahun
adalah sama Rp2.606 miliar selama tahun
2020 hingga 2024 dan untuk periode lebih
dari lima tahun adalah sama Rp1.133 miliar
selama empat tahun berikutnya.

Asumsi selanjutnya yang digunakan
dalam pengukuran nilai kini liabilitas sewa
adalah suku bunga pinjaman inkremental
yang diasumsikan pada tingkat 10%.
Pemilihan tingkat diskonto ini didasarkan
pada penjelasan Deloitte (2018) bahwa suku
bunga obligasi pemerintah atau suku bunga
LIBOR (London Interbank Offered Rate)
yang termasuk contoh dari suku bunga
bebas risiko dapat dijadikan sebagai
referensi untuk menentukan suku bunga
pinjaman inkremental dalam transisi menuju
IFRS 16 dengan syarat pertimbangan tertentu.

Berdasar asumsi-asumsi tersebut, hasil
perhitungan nilai kini arus kas keluar untuk
pembayaran sewa operasi PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk apabila menerapkan PSAK
73 pada laporan keuangan tahun 2018 tersaji
pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Nilai Kini Liabilitas Sewa Lepas Neraca

Pembayaran sewa Nilai kini arus kas
Tahun minimum (dalam PVIF(10%, n) keluar (dalam
miliaran rupiah) miliaran rupiah)
2019 6.271 0,9091 5.701

1 N



2020 2.606 0,8264 2.154
2021 2.606 0,7513 1.958
2022 2.606 0,6830 1.780
2023 2.606 0,6209 1.618
2024 2.606 0,5645 1.471
2025 1.133 0,5132 581
2026 1.133 0,4665 528
2027 1.133 0,4241 480
2028 1.133 0,3855 437

Nilai kini liabilitas sewa lepas neraca 16.708

Setelah nilai liabilitas sewa lepas neraca
diketahui, maka tahap selanjutnya adalah
mengukur nilai aset yang belum tercatat.
Dalam memilih untuk mengakui aset hak-
guna pada jumlah tercatatnya (Opsi A),
penelitian  ini  menggunakan  metode
kapitalisasi konstruktif Imhoff, Lipe, &
Wright (1991). Selain asumsi mengenai sisa
masa sewa PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk selama 10 tahun, asumsi tambahan juga
digunakan untuk mengukur nilai aset yang
belum tercatat. Asumsi tambahan tersebut
yakni total masa sewa yang diasumsikan

PV, RL _ PVAFy,

selamal2 tahun, yang didasarkan pada rerata
tertimbang masa manfaat aset tetap berupa
sirkit dan CPE, menara, serta kendaraan dan
fasilitas pendukung yang merupakan kategori
aset sewa operasi utama perusahaan.
Dengan menerapkan asumsi-asumsi
tersebut, didapati hasil bahwa manfaat
ekonomik dari portofolio sewa operasi PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk yang telah
digunakan adalah sebesar 17% ((12-10)/12)
total Dan dengan
menggunakan metode kapitalisasi
konstruktif Imhoff, Lipe, & Wright berikut,

dari masa sewa.

= —X =
PV, ~ TL ~ PVAFy, p.

_12 - (12x17%)  PVAFioy, 12

12 PVAF 100, 10

Nilai kini aset yang belum tercatat (present value of unrecorded asset)
Nilai kini liabilitas yang belum tercatat (present value of unrecorded liability)

Keterangan:

PV, =

PV, =

RL = Sisa masa sewa (remaining lease life)
TL = Total masa sewa (total lease life)

nilai buku aset yang belum tercatat yang
dihasilkan berdasarkan Opsi A adalah
sebesar 92,41% dari nilai liabilitas sewa
lepas neraca atau sebesar Rp15.440 miliar.
Selisih sebesar 7,59% antara nilai buku aset
yang belum tercatat dan nilai buku liabilitas
sewa lepas neraca mencerminkan tambahan
beban yang ditanggung oleh
perusahaan sebagai penyewa. Sedangkan
untuk  nilai aset yang belum tercatat
berdasarkan Opsi B, PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk dapat

s€wa

mengakui nilai

1

1

Rp16.708 miliar secara langsung sebagai
tambahan saldo aset hak-guna yang
dilaporkan pada laporan keuangan tahun
2018 apabila perusahaan menerapkan PSAK
73.

Maka apabila hasil perhitungan masing-
masing aset yang belum tercatat dan
liabilitas sewa lepas neraca menurut Opsi A
dan Opsi B tersebut digabungkan dengan
saldo sewa pembiayaan perusahaan yang
telah dilaporkan, hasilnya adalah seperti
yang disajikan dalam Tabel 5 berikut ini.



Tabel 5. Jumlah Aset Hak-guna dan Liabilitas Sewa Berdasarkan Opsi A dan Opsi B

Opsi A (dalam miliaran rupiah)

Opsi B (dalam miliaran rupiah)

Aset hak-guna

18.262 19.530

Liabilitas sewa

19.853 19.853

Perbandingan Dampak Pengakuan dan
Pengukuran Sewa Berdasarkan PSAK 30
dan PSAK 73 terhadap Pelaporan Sewa

pada PT Telekomunikasi Indonesia
(Persero) Tbk
Perbandingan pelaporan sewa

berdasarkan PSAK 30 dan Opsi A belum
dapat dilakukan karena hasil kapitalisasi
aset yang belum tercatat menggunakan
metode kapitalisasi konstruktif yang tidak
sama pada jumlah aset hak-guna dan

liabilitas sewa mengakibatkan ketidak-

seimbangan antara total aset terhadap total
liabilitas dan ekuitas yang dilaporkan pada
laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi
Indonesia Tbk tahun 2018. Oleh karena itu,
diperlukan adanya penyesuaian terhadap
saldo ekuitas perusahaan, lebih
tepatnya pada akun saldo laba. Perhitungan
penyesuaian tersebut disajikan pada tabel di
bawah ini dengan menerapkan tarif pajak
penghasilan yang berlaku bagi perusahaan
sebesar 20%.

yakni

Tabel 6. Penyesuaian atas Dampak Kapitalisasi Konstruktif Sewa Operasi pada Laporan
Posisi Keuangan (dalam miliaran rupiah)

ASET LIABILITAS
Aset yang belum Liabilitas sewa
tercatat 15.440 16.708
Konseuensi pajak (254)
Jumlah Liabilitas 16.455
EKUITAS
Saldo laba (1.015)°
JUMLAH ASET JUMLAH
LIABILITAS
15.440 | DAN EKUITAS 15.440
Berdasarkan hasil penyesuaian tersebut, menerapkan PSAK 30 dan laporan posisi
barulah pelaporan sewa pada laporan posisi keuangan berdasarkan Opsi A dapat

keuangan perusahaan tahun 2018 yang telah

dibandingkan.

Tabel 7. Perbandingan Pelaporan Sewa pada Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 30

dan Opsi A
PSAK 30 (dalam | Opsi A (dalam Selisih (dalam | Perubahan (dalam
miliaran rupiah) | miliaran rupiah) | miliaran rupiah) persen)
Total aset 206.196 221.636 15.440 | 7,49% (meningkat)
Total liabilitas 88.893 105.348 16.455 | 18,51% (meningkat)
Total ekuitas 117.303 116.288 1.015 0,87% (menurun)
Peningkatan pada total aset dan PSAK 30. Sedangkan penurunan nilai

liabilitas secara berturut-turut 7,49% dan
18,51% jelas dikarenakan pengakuan sewa
operasi sebagai aset hak-guna dan liabilitas
sewa yang sebelumnya tidak dilakukan pada

1~

ekuitas sebesar 0,87% tersebut diakibatkan
oleh adanya pengakuan tambahan beban
dilakukan oleh
perusahaan sebagai penyewa.

sewa yang mungkin



Tabel 8. Perbandingan Pelaporan Sewa pada Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 30

dan Opsi B
PSAK 30 (dalam | Opsi B (dalam Selisih (dalam | Perubahan (dalam
miliaran rupiah) | miliaran rupiah) | miliaran rupiah) persen)
Total aset 206.196 222.904 16.708 | 8,10% (meningkat)
Total liabilitas 88.893 105.601 16.708 | 18,80% (meningkat)
Total ekuitas 117.303 117.303 - -

Sama halnya berdasarkan Opsi A,
peningkatan total aset dan total liabilitas
berdasarkan Opsi B juga disebabkan oleh
pengakuan sewa operasi sebagai aset hak-
guna dan liabilitas sewa yang sebelumnya
tidak dilakukan pada PSAK 30. Sedangkan,
total ekuitas yang tidak mengalami
perubahan disebabkan karena Opsi B
mengakui tambahan aset hak-guna pada
jumlah yang sama dengan liabilitas sewa,
sehingga  tidak  diperlukan adanya
penyesuaian terhadap ekuitas.

Perbandingan Dampak Pengakuan dan
Pengukuran Sewa Berdasarkan PSAK 30
dan PSAK 73 terhadap Kinerja
Keuangan pada PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) Thk

Dikarenakan persentase perubahan total
aset, total liabilitas, dan total ekuitas yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya kurang
dapat  memberikan  informasi  yang
dibutuhkan  bagi  pengguna  laporan
keuangan, terutama pihak investor, maka
perbandingan dampak pengakuan dan
pengukuran sewa berdasarkan PSAK 30 dan
PSAK 73 dilanjutkan pada kinerja keuangan
perusahaan dengan menggunakan analisis
rasio. keuangan yang
digunakan yakni rasio liabilitas terhadap aset
dan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang

Penilaian rasio

mewakili rasio solvabilitas serta rasio imbal
hasil rata-rata aset dan rasio imbal hasil rata-
rata ekuitas yang mewakili rasio profitabilitas.

Penilaian terhadap rasio likuiditas tidak
dilakukan karena adanya keterbatasan
informasi.

Tabel 9. Perbandingan Rasio Keuangan Berdasarkan PSAK 30 dan Opsi A

PSAK 30 Opsi A Perubahan (dalam

persen)

Rasio liabilitas o .

terhadap aset (DAR) 0,43 0,48 | 10,25% (meningkat)

Rasio liabilitas

terhadap ekuitas 0,76 0,91 | 19,54% (meningkat)

(DER)

Rasio imbal hasil rata- o o o

rata aset (ROA) 13,08% 12,17% 6,97% (menurun)

Rasio imbal hasil rata- o o o .

rata ekuitas (ROE) 23,00% 23,20% | 0,87% (meningkat)

Sejalan dengan diakuinya sewa operasi
sebagai tambahan aset hak-guna dan
liabilitas sewa ke dalam laporan keuangan
berdasarkan PSAK 73, rasio liabilitas
terhadap aset dan rasio liabilitas terhadap
ekuitas mengalami peningkatan dari yang

1

telah disajikan perusahaan berdasarkan
PSAK 30. Di sisi lain, pengakuan dan
pengukuran A
menghasilkan perubahan yang berlawanan

sewa berdasarkan Opsi

pada rasio imbal hasil rata-rata aset dan
rasio imbal hasil rata-rata ekuitas.



Peningkatan rasio imbal hasil rata-rata
ekuitas disebabkan oleh adanya penurunan
saldo laba sebagai dampak kapitalisasi
konstruktif sewa operasi. Hal tersebut terjadi

pada kondisi perusahaan memperoleh laba.

Kondisi yang sebaliknya akan terjadi, rasio
imbal hasil rata-rata aset meningkat dan
rasio imbal hasil rata-rata ekuitas menurun,
jika perusahaan dalam keadaan mengalami
kerugian pada tahun yang sama.

Tabel 10. Perbandingan Rasio Keuangan Berdasarkan PSAK 30 dan Opsi B

PSAK 30 Opsi B Perubahan (dalam

persen)

Rasio liabilitas o .

terhadap aset (DAR) 0,43 0,47 9,89% (meningkat)

Rasio liabilitas

terhadap ekuitas 0,76 0,90 | 18,80% (meningkat)

(DER)

Rasio imbal hasil rata- o o o

rata aset (ROA) 13,08% 12,10% 7,50% (menurun)

Rasio imbal hasil rata- o o

rata ekuitas (ROE) 23,00% 23,00% )

Pada dasarnya, penjelasan untuk Tabel melemah saat PSAK 73 diberlakukan.

10 tidak berbeda dengan penjelasan untuk
Tabel 9. Hanya saja, rasio imbal hasil rata-
rata ekuitas pada saat menerapkan Opsi B
tidak mengalami perubahan dari yang
sebelumnya saat menerapkan PSAK 30. Hal
ini dikarenakan perusahaan mengakui aset
hak-guna pada jumlah yang sama dengan
liabilitas sewa, sehingga tidak adanya
penyesuaian  terhadap  saldo  ekuitas
perusahaan atau tidak berubah.

Dari penjelasan di atas, pengakuan dan
pengukuran sewa oleh penyewa berdasarkan
PSAK 73 berdampak pada peningkatan
indikator rasio solvabilitas dan penurunan
PT
ini

indikator rasio profitabilitas

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hal
merupakan risiko yang tidak dapat dihindari
oleh perusahaan saat penerapan PSAK 73
menjadi sebuah keharusan bagi perusahaan
dengan akuntabilitas publik, seperti PT
Telekomunikasi Indonesia Tbk. Oleh karena
itu, uraian di atas dapat menjadi gambaran
bagi para pengguna laporan keuangan,
seperti investor dan kreditur, bahwa rasio
keuangan, sebagai salah satu alat analisis

kinerja keuangan, dimungkinkan akan

1

A

Namun hal itu bukan dikarenakan kinerja
perusahaan yang buruk, melainkan adanya
pengakuan tambahan aset hak-guna dan
liabilitas sewa pada laporan posisi keuangan
yang sebelumnya dilaporkan secara lepas
neraca (off-balance sheet).

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan PSAK 30,
pembiayaan mengakui adanya tambahan
aset sewaan dan liabilitas sewa pada awal

s€wa

masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah
antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini
pembayaran sewa minimum, sedangkan
sewa operasi hanya mengakui beban sewa
dengan metode garis lurus (atau dasar
sistematis lain yang lebih relevan) pada
waktu pembayaran berkala. Berdasarkan
PSAK 73, seluruh kontrak yang termasuk
dalam komponen sewa mengakui tambahan
aset hak-guna pada biaya perolehan dan
liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran
sewa yang belum dibayar pada awal masa
sewa, kecuali sewa jangka-pendek dan sewa

dengan aset pendasar bernilai-rendah.



Saat sewa diakui dan  diukur
berdasarkan PSAK 73, baik Opsi A yang
dikombinasikan dengan metode kapitalisasi
konstruktif Imhoff, Lipe, & Wright (1991)
maupun Opsi B, nilai total aset dan total
liabilitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
mengalami  peningkatan  dibandingkan
dengan saat perusahaan mengakui dan
mengukur sewa berdasarkan PSAK 30.
Peningkatan  tersebut menuntun rasio
keuangan perusahaan, sebagai alat analisis
kinerja keuangan, melemah dibandingkan
dengan saat perusahaan mengakui dan
mengukur sewa berdasarkan PSAK 30.
Namun hal tersebut bukan dikarenakan
kinerja perusahaan yang buruk, melainkan
adanya pengakuan tambahan aset hak-guna
dan liabilitas sewa pada laporan posisi
keuangan.

Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya
keterbatasan, oleh karena itu untuk peneltian
selanjutnya disarankan untuk melakukan
pengujian empiris terhadap penerapan
PSAK 73 setelah PSAK 73 diberlakukan
efektif dan diterapkan oleh perusahaan,
sehingga dapat dinilai pula signifikansi
perbedaan pengakuan dan pengukuran sewa
oleh penyewa bedasarkan PSAK 73
terhadap perubahan kinerja keuangan
perusahaan.  Disarankan  pula  untuk
melakukan analisis dengan menggunakan
data sekunder berupa data tekait portofolio
sewa dari departemen akuntansi perusahaan
untuk memperoleh hasil perhitungan sewa
berdasarkan PSAK 73 yang lebih akurat dan
penilaian kinerja keuangan lebih dapat
menujukkan realita kondisi perusahaan yang
sebenarnya.

Catatan Akhir
! Penerapan dini diperkenankan hanya bagi entitas
yang juga turut menerapkan PSAK 72: Pendapatan

1 ~

dari Kontrak dengan Pelanggan pada atau sebelum
tanggal penerapan awal PSAK 73. (1AL, 2018c)

? Konsekuensi pajak = 20% X Rp1.268 miliar

? Saldo laba = Rp16.708 miliar — Rp15.440 miliar
= Rp1.268 miliar x (1 — 20%)
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